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Abstrak   
Tidak ada yang mengharapkan terjadinya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara 
sepihak. Antara pekerja dan pengusaha selalu mengharapkan agar hubungan kerja dapat 
berlangsung selama-lamanya dengan suasana kondusif. Keadaan pandemic covid-19 telah 
memaksa kegiatan usaha melakukan perubahan syarat maupun cara kerja. Penanganan dan 
pencegahan penularan virus corona, telah memaksa pemerintah mengeluarkan aturan pembatasan 
social. Perubahan cara kerja terjadi, misalnya mengurangi jumlah pekerja dalam waktu kerja 
tertentu. Ada yang menganggap kondisi pandemic covid-19 sebagai suatu keadaan memaksa (force 
majeur),  sehingga mengakibatkan kerugian yang menjadikan pengusaha melakukan pemutusan 
hubungan kerja secara sepihak karena alas an force majeur. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui keabsahan dari pemutusan hubungan kerjan di masa pandemic covid-19 karena alasan 
force mejur.  Penelitian ini adalah yuridis normative dengan pendekatan statute approach. Hasil 
dari penelitian ini adalah pandemic covid-19 tidak dapat dijadikan dasar alasan telah terjadinya 
force majeur, karena pandemic covid-19 bersifat sementara tidak selama-lamanya. Apabila 
pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak karena mengalami kerugian, harus 
tetap dibuktikan adanya kerugian berdasar analisis keuangan.dan memberikan hak-hak sesuai UU 
13/2003. Kesimpulan yang didapat adalah pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena alasan 
force majeur pada saat pandemic covid-tidak dapat dibenarkan dan harus tetap memberikan haknya 
sesuai UU 13/2003. 
 





Tidak ada yang mengharapkan 
terjadinya pemutusan hubungan kerja yang 
dilakukan secara sepihak, selama 
berlangsungnya hubungan kerja. Antara 
pekerja dan pengusaha selalu 
mengharapkan agar hubungan kerja dapat 
berlangsung selama-lamanya dengan 
suasana kondusif. Terkadang muncul 
perselisihan saat dilaksanakannhya 
hubungan kerja. Ada hak yang berkurang 
atau hilang. Pelanggaran hak pekerja di 
Indonesia banyak sekali. Contoh bentuk 
pelanggaranhak pekerja, yaitu adanya 
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,  berkurangnya hak 
pension
2
,  tidak diikutkannya jaminan 
social
3
, adanya diskriminasi pekerja 
outsourcing
4
 atau pekerja kontrak
56
. 
Terjadinya pemutusan hubungan kerja 
yang dengan alasan yang tidak benar, 
adanya pelanggaran hak pada pekerja 
anak
789
, pekerja perempuan, pekerja 
disabilitas
10
 Juga terhadap pekerja formal, 
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lemah  termasuk tenaga kerja sebagai 
kelompok dalam bentuk peraturan 
perundang-undangan. Perlindungan 




Keadaan pandemic covid-19 telah 
memaksa kegiatan usaha melakukan 
perubahan syarat maupun cara kerja. 
Penanganan dan pencegahan penularan 
virus corona, telah memaksa pemerintah 
mengeluarkan aturan pembatasan social. 
Perubahan cara kerja terjadi, misalnya 
mengurangi jumlah pekerja dalam waktu 
kerja tertentu. Ada yang menganggap 
kondisi pandemic covid-19 sebagai suatu 
keadaan memaksa (force majeur),  
sehingga mengakibatkan kerugian yang 
menjadikan pengusaha melakukan 
pemutusan hubungan kerja secara sepihak 
karena alas an force majeur  
UUD 1945 memberikan 
perlindungan terhadap hak untuk bekerja. 
Garis besar  tujuan nasional telah 
dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 
alinea ketiga yaitu melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 
darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 
ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial.  
Implementasi dari cita-cita bangsa 
Indonesia di bidang ketenagakerjaan 
adalah adanya ketentungan perlindungan 
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hukum bagi tenaga kerja. Pasal 27 ayat (2) 
UUD 1945 memberikan perlindungan 
kepada setiap warga negara dalam hak atas 
pekerjaan dan penghidupan yang layak 
bagi kemanusiaan. Selain itu dalam Pasal 
28 D ayat (2) UUD 1945 juga memebrikan 
perlindungan hukum kepada setiap orang 
berhak untuk bekerja serta mendapat 
imbalan dan perlakuan yang adil dan layak 
dalam hubungan kerja.  
Implementasi ketentuan Pasal 27 
ayat (2) jo. Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, 
bagi tenaga kerja ada pengaturan dalam 
UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan 
peraturan pelaksananya. Salah satu 
pengaturan terkait pekerja harian lepas 
yang terdapat dalam UU 13/2003 adalah 
adanya keharusan bentuk perjanjian kerja 
yang menjadi dasar hubungan kerjanya, 
beserta implementasinya dalam bentuk 
Keputusan Menteri Tenaga Kerja atau 
Peraturan Menteri Tenaga kerja.  
Dari urain di atas muncul 
permasalahan yaitu: 
1. Bagaimana eabsahan pemutusan 
hubungan kerjan  karena alasan force 
majeur di masa pandemic covid-19? 
 
B. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini adalah yuridis 
normative yaitu penelitian yang 
mendasarkan pada hukum sebaagi suatu 
kesatuan sistim norma. Sistim norma 
adalah terkait dengan asas, prinsip, kaidah, 
norma, aturan hukum dalam peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan 
yang sudah inkracht van gewisjde, 
kontrak, dan doktrin. Penelitian hukum 
normative, mendasarkan pada problem 
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hukum sebagai sistim norma yang 
digunakan untuk memberikan justifikasi 
atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. 
Menjadikan norma sebagai pusat telaah.  
Pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah pendekatan statute 
approach. Pendekatan perundang-
undangan dimaksudkan menelaah semua 
aturan hukum yang terkait dengan pekerja 
harian lepas yang diatur dalam UU 
13/2003 jo. Burgerlijk Wetboek.. 
 
C. PEMBAHASAN 
Perlindungan hukum mengandung 
dua unsur yaitu adanya asas negara hukum 
dan jaminan hak asasi manusia. 
Perlindungan hukum bagi pekerja di 
Indonesia diatur dalam UU 13/2003 jo. 
UU 2/2004 jo. UU 21/2000 dan peraturan 
pelaksananya. Salah satu bentuk 
perlindungan hukum bagi pekerja adalah 
adanya aturan hukum terkait pemutusan 
hubungan kerja.  
Pemutusan hubungan Kerja (PHK) 
adalah pengakhiran hubungan kerja karena 
karena suatu hal tertentu yang 
mengakibatkan berakhirnya hak dan 
kewajiban antara pekerja/buruh dan 
pengusaha (Pasal 1 angka 25 UU 
13/2003). Ketentuan yang mengatur 
tentang PHK diatur lebih lanjut dalam 
Pasal 150-172 UU 13/2003). PHK harus 
dihindari. Ada larang bagi pengusaha 
untuk melakukan PHK pada pekerjanya 
apabila pekerja sakit, menjalankan tugas 
negara, menjalankan ibadah, menikah, 
hamil, melahirkan/gugur kandungan, 
terkait hubungan perkawinan, hak 
berserikat, diskriminasi atau cacat. (Pasal 
153 UU 13/2003). 
Aapabila terpaksa  dilakukan PHK, 
maka pengusaha diwajibkan untuk  
membayar uang pesangon dan atau uang 
penghargaan masa kerja dan uang 
penggantian hak yang seharusnya diterima 
sesuai ketentuan Pasal 156 – 157 UU 
13/2003.  
Ada beberapa alasan untuk dapat 
dilakukan PHK yang inisiatifnya dari 
pengusaha dengan konsekuensi pemberian 
hak pada pekerja yaitu pekerja melakukan 
kesalahan ringan/berat;  perusahaan pailit; 
adanya force majeur; adanya efisiensi.  
Pemutusan hubungan kerja karena 
force majeur, diatur dalam Pasal 164 ayat 
(1) UU 13/2003, yaitu pengusaha dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh karena perusahaan 
tutup yang disebabkan perusahaan 
mengalami kerugian secara terus menerus 
selama 2 (dua) tahun, atau keadaan 
memaksa (force majeur), dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan 
masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian 
hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).  
Dari ketentuan Pasal 164 ayat (1) 
UU 13/2003, dapat kita ketahui syarat 
untuk dapat dilakukan PHK karena alas an 
force majeur yaitu perusahaan tutup yang 
disebabkan perusahaan mengalami 
kerugian secara terus menerus selama 2 
(dua) tahun. Selanjutnya pekerja 
mendapatkan hak berupa uang pesangon 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 
ayat (2), uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 
ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai 
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ketentuan Pasal 156 ayat (4). 
Force majeur adalah suatu alas an 
debitur untuk membebaskan dirinya dari 
kewajiban membayar ganti rugi atas dasar 
wanprestasi. Force majeur diatur dalam 
Pasal 1244 dan 1245 Burgerlijk Wetboek 
(B.W.) atau KUH Perdata. 
Pasal 1244, yaitu debitur harus 
dihukum untuk mengganti biaya, kerugian 
dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan 
bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu 
atau tidak tepatnya waktu dalam 
melaksanakan perikatan itu disebabkan 
oleh suatu hal yang tak terduga, yang tak 
dapat dipertanggungkan kepadanya, 
walaupun tidak ada itikad buruk padanya.  
Pasal 1245 B.W.  yaitu tidak ada 
penggantian biaya, kerugian dan bunga, 
bila karena keadaan memaksa atau karena 
hal yang terjadi secara kebetulan, debitur 
terhalang untuk memberikan atau berbuat 
sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan 
suatu perbuatan yang terlarang baginya. 
Dari ketentuan Pasal 1244 jo. 1245 
B.W.,  dapat diketahui adanya unsur force 
majeur, yaitu: 
- Adanya kejadian yang tak terduga 
- Adanya halanga yang meneybabkan 
suatu prestasi tidak mungkin 
dilaksanakan 
- Ketidakmampuan tersebut tidak 
disebabkan oleh kesalahan debitur 
- Ketidakmampuan itu tidak dapat 
dibebankan resiko kepada debitur. 
Selanjutnya, apakah pandemic 
covid-19 dapat sebagai alas an terjadinya 
unsur force majeur?  Kita perlu tahu 
sekilas tentang Covid-19.  
Covid-19, awalnya adalah suatu 
penyakit menular yang terjadi di Wuhan, 
Cina. Covid-19 merupakan penyakit 
menular yang disebabkan oleh coronavirus 
yang menyerang pernafasan. Penularan 
virus corona cepat terjadi karena melalui 
droplet (percikan air liur) yang dihasilkan 
saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, 
atau mengembuskan nafas. Dalam 
prespektif skala penyebaran penyakit, 
coronavirus telah berkembang menjadi 
epidemi. Selantunya dinyatakan oleh 
WHO sebagai pandemic sejak tanggal 11 
Maret 2020.  
Pandemi Covid telah membawa 
perubahan yang besar dalam kehidupan 
manusia. Ada dampak positif dan negative 
dari masa pandemic covid-19. Begitu pula di 
bidang ketenagakerjaan. Upaya pencegahan 
tertularnya covid-19 dan penanganan Covid-
19 berpengaruh terhadap adanya perubahan 
di bidang hubungan industrial
20
. 
Jumlah korban covid-19 terus 
mengalami peningkatan, baik di Indonesia 
maupun di masyarakat dunia. Penduduk 
Indonesia berjumlah  268.074.600 orang. 
Dari jumlah ini, terhitung pada tanggal 29 
Agustus 2020, ada 169.195 orang 
dinyatakan positive mengidap covid-19, 
dinyatakan sembuh 122.802 orang dan 
meninggal dunia  7.261 orang atau 0,0027 % 
angka kematian covid-19.  Sementara di 
tingkat dunia dari 216 negara yang ada di 
dunia, atau 7.594.000.000.000 jiwa 
penduduk dunia. ada orang  17.660.523 
terkonfirmasi covid-19, dan 680.894 orang 
meninggal dunia.  
Dampak covid-19 di bidang 
                                                     
20
 Siregar, P. P., & Zahra, A. H. (2020). Bencana 
Nasional Penyebaran Covid-19 Sebagai Alasan 
Force Majeure, Apakah Bisa? Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. 
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ketenegakerjaan menuntut negara untuk 
menjalankan fungsinya dengan baik. Ada 
benturan antara hak pribadi dan hak social. 
Negara dituntut tetap dapat memberikan  
perlindungan terhadap pekerja pada masa 
sebelum, saat dan setelah bekerja. 
Covid-19 yang merupakan penyakit 
menular yang menyerang pernafasan sudah 
menyebar ke seluruh penjuru dunia, maka 
setiap orang yang belum, sedang dan selesai 
menjalani masa kerja harus dilindungi jiwa, 
kebebasan dan hartanya oleh negara. Ada 
keharusan perlindungan pekerja bersamaan 
dengan perlindungan terhadap pemberi 
kerja. Masa pandemic covid-19 telah 








pengurangan pekerja dapat terjadi
25
. 
Hal ini telah menjadi bentuk perselisihan 
hubungan industrial yang baru. Tatanan 
hukum ketenagakerjaan tidak dapat serta 
merta diterapkan seratus persen. Diperlukan 
suatu kebijakan yang tidak menghilangkan 
hak pekerja.  
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19: Penangguhan Cicilan Hingga Relaksasi 
Pajak. Kompas.Com. 
22






 Karunia, A. M. (2020). Dampak Covid-
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Phk Dan Dirumahkan. Kompas.Com. 
24
Anwar, M. (2020). Dilema Phk Dan 
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25
 Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial 
Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung 
Tunai (Blt) Di Era Pandemi Covid-19: 
Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial. 
Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu 
Sosial. 
Https://Doi.Org/10.38035/Jmpis.V1i2.290 
Dapatkah dilakukan PHK di masa 
pandemic covid-19 dengan alasan force 
majeur?
26
 Force majeur disebut juga 
dengan overmacht, terbagi atas dua hal 
berdasarkan sifatnya yaitu force majeur 
mutlak dan force majeur sementara. Force 
majeur mutlak adalah keadaan dimana 
debitur sama sekali tidak dapat memenuhi 
kewajibannya
27
. Sedangkan force majeur 
sementara adalah suatu keadaan dimana 
debitur masih memungkinkan memenuhi 
kewajibannya, tetapi dengan memberikan 
atau mengeluarkan pengorbanan yang 
lebih besar dengan tidak seimbang.
28
 Ada 
kerugian yang lebih besar dari debitur.  
Ada syarat tambahan untuk dapat 
diterapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) 
UU 13/2003 yaitu syarat perusahaan tutup. 
Apabila perusahaan tidak tutup selamanya, 
dan hanya tutup sementara waktu maka 
tidak dapat diterapkan ketentuan ini.
29
 
Akibat hukumnya pengusaha apabila 
melakukan PHK kepada pekerjaan karena 
alasan force majeur di masa pandemic, 
tidak lah dapat. Atau alasan itu tidak sah. 
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Pengusaha harus tetap membayar hak 
pekerja sesuai dengan eketntuan Pasal 156 
UU 13/2003. 
Selanjutnya bagaimana apabila 
pekerja belum mendapatkan haknya? 
Pekerja dapat melakukan upaya hukum 
untu memperjuankan haknya. Upaya 
hukum yang dapat dilakukan oleh pekerja 
yang di PHK karena alasan force majeur 
di masa pandemic covid-19  apabila belum 







 atau litigasi 
dengan  langkah tahapan: 
1. Melakukan musyawarah untuk 
mencapai kesepakan melalui 
perundingan bibartid antara pekerja 
dengan pengusaha. 
2. Apabila berhasil hasil kesepakatan 
berupa perjanjian Bersama dapat 
didaftrakan di Pengadilan Negeri; 
3. Apabila perundingan bipartid gagal 
dapat melakukan upaya tripartid 
melalui mediator di Disnaker setempat 
4. Apabila belum berhasil mencapai 
kesepakatan dapat melakukan gugatan 
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